
 
 
 

 

 
 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR   20  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

  Menimbang    : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 jo Pasal 104 
Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 
tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka perlu diatur petunjuk 
pelaksanaan tata cara pemungutan pajak parkir dalam suatu 
Peraturan; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 
tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Pajak 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
973/BPPRD/III/2018/145 tanggal 20 Maret 2018, maka 
dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685; 

 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3282) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 
 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686); 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3413); 

 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997  

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 
 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak 
Daerah; 
 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999  

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 
 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002  

tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; 
 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 

2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti 
Provinsi Riau; 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011  Nomor 10); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan 

dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti; 
 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 49 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 
49); 

 

 
 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
TATA   CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti. 
3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 

4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 

6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti. 

8. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. 
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor. 

11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara. 

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar 

bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
 



17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 

objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 

surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah.  
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 
yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan. 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak. 

22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 



 

BAB II 
SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB PAJAK 

 

Pasal 2 
 

(1)  Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat  

Parkir.  
 
 

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor.  
 

(3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan   

untuk karyawannya sendiri; dan 
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

negara asing dengan asas timbal balik.  
 

Pasal 3 
 

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir 

kendaraan bermotor. 
 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 
tempat Parkir.  

BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

 

Pasal 4 
 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.  
 

(2) Ketentuan harga dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. Sepeda Motor  Rp 1000,- (1 jam pertama) 

     Rp   500,- (berlaku untuk kelipatan pada 1 jam  

  berikutnya) 
b. Mobil  Rp 2000,- (1 jam pertama) 

     Rp 1000,- (berlaku untuk kelipatan pada 1 jam  
              berikutnya) 

 

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk potongan harga parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan 

kepada penerima jasa Parkir.  
Pasal 5 

 

Tarif Pajak Parkir mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

BAB IV 
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK  

Bagian Kesatu  
Pendataan 

 

Pasal 6 
 

(1) Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan memberikan formulir 
pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran. 
 



(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus 
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya. 
 

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha 

perparkiran atau kuasanya selaku subjek pajak, dilakukan pendaftaran 
usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah. 
 

(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
 

Bagian Kedua 
Pendaftaran 

 

Pasal 7 
 

(1) Pendaftaran usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang 
Pendaftaran dan Penetapan BPPRD. 
 

(2) Formulir  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  diisi 

dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh 
pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran atau kuasanya 
dengan melampirkan : 
a. fotokopi identitas diri;  
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan  
c. surat kuasa bermeterei cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan 

disertai fotokopi identitas penerima kuasa. 
 

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPRD, paling lambat 7 
(tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran. 
 

(4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran yang telah 
mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan 
menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:  
a. NPWPD; dan 
b. surat pengukuhan wajib pajak daerah. 
 

(5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran tidak 
menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat 
pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan. 
 

(6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB V 
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN  

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN 
 

Bagian Kesatu 
SPTPD  

 

Pasal 8 
 

(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan 
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada 
Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPRD. 
 

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri 
oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPRD dan/atau 
diperoleh melalui petugas yang ditunjuk. 



 

(3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
kepada penyelenggara parkir. 
 

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 
tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. 
 

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas 
waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. 
 

(6) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 9 
 

(1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan teguran secara tertulis oleh 
Kepala Badan. 
 

(2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib 
pajak atau kuasanya, bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua 
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN 

 

Pasal 10 
 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Parkir, 
Kepala Badan dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal:  

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil 
pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak parkir yang terutang 
tidak atau kurang dibayar;  

2. jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan 
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau  

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang 
dihitung secara jabatan.  

b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau 
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah Pajak Parkir yang terutang; dan  

c. SKPDN jika jumlah Pajak Parkir yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada 

kredit pajak. 
 
(2) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
Parkir. 

 

(3) Jumlah kekurangan Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Parkir 
tersebut. 

 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib ajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

 



(5) Jumlah Pajak Parkir yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Parkir ditambah sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
Pajak Parkir yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
Parkir. 

 
(6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB VI  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 

 

Pasal 11 
 

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:  
a. pajak parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;  
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan 
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

 
(2) Jumlah kekurangan pajak parkir yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka 
waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Parkir. 

 

(3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VII  
MASA PAJAK 

 

Pasal 12 

 

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Parkir 
yang terutang. 
 

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN 
 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan  

Pasal 13 
 

(1) Pemungutan Pajak parkir dilarang diborongkan. 

 
(2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 

sendiri Pajak parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD. 

 
(3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak Parkir yang 

terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/atau SKPDKBT. 

 
 

 
 



Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 14 
 

(1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir yang terutang oleh wajib pajak atau  
kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 
 

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan 
SPTPD paling lama 30 (tiga puluh) setiap bulan. 
 

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 
pajak parkir yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 
parkir dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterbitkan. 
 

(4) Pajak Parkir yang terutang dibayar melalui Bank Riau Kepri dan unit kerjanya 
yang ada di wilayah daerah untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau 
melalui bendahara penerimaan BPPRD. 

 

(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui 
bendahara penerimaan BPPRD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas 
daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

(6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh 

pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja 
berikutnya. 

 

(7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga 
 

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Parkir 
                                                                              

            Pasal 15 
 

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak parkir 
terutang dilakukan sebagai berikut :  
a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun 

menunda pembayaran pajak parkir harus mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan 
melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang 

diajukan permohonannya; 
b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang 

pajak parkir pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan 

alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang 

diajukan permohonannya; 
c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran 

yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan 

setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan 
BPPRD; 

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk 
melaksanakan pembayaran pajak parkir terutang dalam masa pajak berjalan; 

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai 

jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan 
Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan; 

f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui 

Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen); 
  



g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut: 

1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;  
2. pokok Pajak Parkir angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak 

Parkir terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;  
3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 

sebesar 2 % (dua persen); dan  
4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak 

Parkir angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen). 

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:  
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Parkir 

terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) 
dengan jumlah Pajak Parkir terutang yang ditunda;  

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak 
Parkir yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) 

sebulan; dan 
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat 

jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.  
i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara 

angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk 
pajak parkir terutang yang sama. 

 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penagihan 
 

Pasal 16 
 

(1) Pajak Parkir yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada 
waktunya ditagih dengan Surat Paksa. 

 
(2) Penagihan pajak parkir dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IX  
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK 

 

Pasal 17 
 

(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan 
pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang. 
 

(2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang 
ditetapkan oleh Kepala Badan. 
 

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir terutang paling banyak 
25% (dua puluh lima persen). 
 

(4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang terutang 
diatur sebagai berikut :  
a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang 

disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan 
disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 
dengan melampirkan fotokopi KTP dan SPTPD (apabila dikuasakan wajib 
melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);  

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala 
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau 
keringanan Pajak Parkir yang terutang;  

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir 
yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan 
pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang;  



d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang 
terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak 
disertai alasan penolakannya; dan 

e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Parkir yang 
terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal permohonan diterima. 

 

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak 
Parkir yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB X  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
 

Bagian Kesatu 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif 
 

Pasal 18 
 

(1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak parkir yang terutang dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena 
kesalahannya. 

 
(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan 

kenaikan Pajak Parkir yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif 
yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. 

 
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :  
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan 

melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT 
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau 
SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai 

dan fotokopi KTP penerima kuasa; 
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala 

Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BPPRD untuk melakukan 
pengkajian dan penelitian;  

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai 
dasar untuk memberikan keputusan;  

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 
ditetapkan oleh Kepala Badan;  

e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima 
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus 
memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak;  

f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka 
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; 
dan  

g. kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan 
pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. 

 

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan : 
a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau  
b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang beserta 

sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

 



(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan 
alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus 
sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, 
SKPDKB danSKPDKBT. 
 

(6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak parkir paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 

Bagian Kedua  
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir 

 

Pasal 19 
 

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

Pasal 20 
 

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak 
dapat : 
a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang tidak benar; 

b. mengurangkan atau membatalkan STPD; dan  
c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Parkir yang dilaksanakan 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan. 

Pasal 21 

 

(1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Parkir yang terutang atas dasar 
permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :  
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada Kepala Badan dalam jaangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;  

b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;  
c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa 

fotokopi:  
1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat 

kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;  
2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan 

permohonannya; dan 

3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan. 

 
(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan 
dikembalikan kepada wajib pajak. 
 

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak parkir karena jabatan 
dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang 
Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru. 

 

Pasal 22 

 

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk 
membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir. 

 



(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan 
melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan 
ketetapan Pajak Parkir. 

 
(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan 

atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir, Kepala Badan 
memberikan keputusan. 

 
(4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang 

berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir atau 
keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Parkir. 

 

Pasal 23 

 

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak 
Parkir, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera:  
a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Parkir yang lama atau memberikan 

catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB; dan  

b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Parkir yang 
terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan. 

 

BAB XI 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

 

Bagian kesatu  
Pembukuan 

 

Pasal 24 

 

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan 

pembukuan. 

(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
sebagai berikut :  
a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan 

saldo; 
b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;  
c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka 

pembukuan dilakukan secara terpisah;  
d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar 

perhitungan Pajak Parkir karcis atau dokumen lainnya sehingga dapat 
diketahui omzetnya; 

e. neraca; dan  
f. laporan rugi laba perusahaan. 

 

(3)  Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet 

dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat 
melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima 
secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak 

Parkir terutang. 

 

(4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi 
penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:  
a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara 

lengkap dan benar;  
b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;  



c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir, maka 
rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan  

d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar 
perhitungan pajak parkir berupa karcis atau dokumen lainnya. 

 
(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan 

sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 
sebenarnya. 

Pasal 25 

 

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tertib, 
teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. 

 
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk 

menghitung besarnya pajak parkir yang terutang. 

 
(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak disimpan 
selama 5 (lima) tahun. 

 

Bagian Kedua  
Pemeriksaan 

 

Pasal 26 

 

(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Parkir, Kepala Badan berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daerah. 

 
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan 

tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta 
memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 

 
(3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan 

petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran 
bruto, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Parkir yang terutang dapat 
dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan 
tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

 

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan 
permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten 
Kepulauan Meranti untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak. 

 

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan 
dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi 
yang terkait. 

 
(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta 

keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat 
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan. 

 

 

 
 
 

 
 



BAB XII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 

Pasal 27 

 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir, wajib pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan. 

 
(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :  

a. Pajak Parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 
terutang; atau 

b. dilakukan pembayaran Pajak Parkir yang tidak seharusnya terutang. 

 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan : 
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan 
yang jelas;  

b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi 
identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;  

c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran 
yang sah; dan  

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal 
ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa 

bermeterai cukup. 
 
(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak 
dapat dipertimbangkan. 
 

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan 
pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, Kepala Badan harus 
memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB. 

 
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan 

Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

 
(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 

Pajak Parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
pajak tersebut. 

 
(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
 

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Pajak Parkir. 
 

Pasal 28 

 

(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian 
Pajak Parkir dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir. 

 



(2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir dibebankan pada mata 
anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada 
tahun anggaran berjalan. 

 
(3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir tahun- tahun sebelumnya yang 

telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga. 
 

BAB XIII  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 29 
 

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Parkir 
ditugaskan kepada BPPRD. 

 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPRD dapat bekerja sama dengan Dinas 
Perhubungan, DPMPTSPTK, Satpol PP dan Kecamatan atau lembaga terkait 
lainnya. 

 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 

 

Ditetapkan di Selatpanjang 
pada tanggal 15 Januari 2018  

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

 TTD 
 

 

                I R W A N 

 

 
 
Diundangkan di Selatpanjang  

pada tanggal 15 Januari 2018   
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 

TTD 

 
 

YULIAN NORWIS 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2018 NOMOR 
 
 
 
 
 
 



 


